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Nama " : Ari Herdiawan
Program Studi :  Magister Hukum dan Kehidupan Kenegaraan
Judul :  Kedudukan Majelis Tuntutan Perbendaharaan pada

Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Peradilan
Administrasi di Indonesia

BPK memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang
diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang
dilakukan oleh bendahara. Penyelesaian kerugian negara/daerah yang menjadi
tanggung jawab bendahara diatur tata cara penyelesaiannya gleh Peraturan BPK
Nomor 3 Tahun 2007, dimana dinyatakan dalam Pasal 41 Peraturan BPK Nomaroy
3 Tahun 2007 Badan Pemeriksa4Keuangan dapat mempentuk Majelis Tuntutan
Perbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terfiadap
bendahara. Sebagai bagian dari penyelesaian ganti‘kerugian negara/dagra‘ﬁ yang
bertujuan untuk pemulihan:keuangan negara/daer'z% dan tertib administrasi dalam
pengelolaan keuangan.fh“égara/daerah, Maje[ié”Tuntutan Perbend“éﬁéraan pada
BPK memegang peranan penting khususnya dalam penyelesaian“ganti kerugian
negara/daerah _ yang penanggunglavriabnya adalah  bendahara.  Dengan
menggunakan “kajian kepustakaan*<dan perundang-undangan, penulisan ini
bermaksud.smenjelaskan kedudukan Majelis Tuntutan: Perbendaharaan dalam
menilai ~dan/atau menetapkaf® kerugian negara/daerah terhadap bendahara
dikaitkan dengan Sistem Peradilan Administrasi di-fndonesia.

’ Berdasarkan analisis yang dilakukan<dalam penulisan ini, disimpulkan
cbahwa kedudukan Majelis Tuntutan Perbendaharan dalam menilai dan/atau
2>menetapkan kerugiatr negara/daerah terhadap bendahara dikaitkan dengan Sistem
Peradilan Admifistrasi di Indonesia adalah bahwa Majelis  Tuntutan
Perbendaharaantidak termasuk dalam-Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia
karena pada ‘proses menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah
terhadap bendahara Majelis Panel dalam Majelis Tuntutan Perbendaharaan
menjalankan fungsi quasi administratif atau berlaku selayaknya pimpinan
instansi/lembaga terhadap pegawai dalam lingkungannya.

Kata Kunci: peradilan administrasi; BPK RI; perbendaharaan; kerugian

negara/daerah
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Name N4 : A Herdqawan
Program Stuehi : Maglster Hukum dan Kehidupan Kenegaraan
Title . The Treasury Prosecution Council of The Audit

Board of the Republic of Indonesia’s Stands in the
Administrative Judicature System of Indonesia

The Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI), have the
authority to assess and determine the amount of loss suffered by the state caused
by a treasurer’s illegal action both intended or by negligance. State assessments
and state financial losses or the determination of which party is obliged to pay
compensation determined by the decisionof BPK RI. The settlements in which the

treasurer obliged to, is ruled by BPK®egulations Number.8>Year 2007, in which®\”

Article 41 of the regulation stated that BPK RI «can formed a Treasury
Prosecution Council to process the state financial loss settlements to- the
treasurer. As a part of state ‘financial loss settlements system that puréue the
relieve of the state fmanmal and an administration order in state® “financial
management, BPK RIS Treasury ProsecuuQn Council held an L(hportant role,
especially in state tlnanmal loss settlements obliged to a treasurer. By using
literatures and Iaws study, this research intented to explain®and clearing the
Treasury Prosécution Council’s stafd in the Administrative Judicature System of
Indonesia...

Based on the analysis conducted in this reseazrch it is concluded that the
Treasufy Prosecution Coungil in doing assessmefts and/or determination of a
state “financial loss obliged to a trasurer is<pot a part of the Administrative

..'Jildlcature System of- sindonesia because |t\b‘oesn t do any court function. The
>conclusion was higlighting that in the assessing and/or determining process, the

Panel in the Tréasury Prosecution Gouncil was doing a quasi administrative
function or m\\other word it act a\S\\f it were the head of the office in giving
assessments and determinations. ™

Keywords: the Audit Board of the Republic of Indonesia; state financial loss;
administrative judicature system; treasury
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1.1. Latar Permasalahan

Konsep Hukum dan Negara yang diutarakan oleh Hans Kelsen
diantaranya menyatakan bahwa Negara adalah komunitas yang diciptakan oleh
suatu tatanan hukum nasional’. Suatu tatanan hukum nasional yang demikian
umumnya berdasarkan kepada konstitusi. Berkenaan dengan hal tersebut, secara
konstitusional Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang

‘

Dasar Negara Republik Indonesia ﬁahun 1945 menyatakan Indonesia sebagar '

A\
negara hukum?. Salah satu perSoaIan pokok negara\ hukum adalah pers@alan
kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan \atau wewenang®. A Hamld
Attamimi menyatakan bahwa “konstitusi adalah pemberi pegangw ﬂan pemberi

" 4 Dalam

batas, sekaligus tentang bagaimana kekuaéaan negara harus dualankan
pelaksanaannya; setlap negara dualankan oleh organ neg‘ara yang diatur dalam
konstltu3| Pengaturan kewenang‘an organ negara dala?n konstitusi dimaksudkan
agar terc:lpta keselmbangan antara organ negara yang satu dengan lainnya.

Pembagian quguasaan dlkemukakaQ dleh Montesquieu dalam karyanya
L Esprit des Lois yang ditulis pada tahun~3;748 Montesquieu membagi kekuasaan

Negara dalam\sﬁﬁa cabang, yaitu k@rﬁsaan legislatif sebagai pembuat undang-
\. \

! Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006),
him. 261. (diterjemahkan oleh Raisul Muttagien dari Hans Kelsen, General Theory of Law and State (New
York: Russel and Russel, 1971)). Lebih lanjut dalam Konsep Hukum tentang Negara dan Sosiologi Negara
berkenaan dengan Karakter Normatif dari Negara, Kelsen menyatakan bahwa, yang digunakan oleh para
sosiolog dalam menjelaskan hubungan-hubungan dominasi di dalam Negara adalah konsep hukum dari istilah
Negara. Ciri-ciri yang mereka lekatkan kepada Negara hanya dapat dipahami sebagai ciri-ciri dari suatu
tatanan norma atau komunitas yang dibentuk oleh tatanan norma tersebut.

2 pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan menyatakan
bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

% S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif dl Indonesia, (Yogyakarta:
Liberty, 1997), him. 1.

4 Azyumardi Azra dan Komaruddin Hldayat Pendidikan Kewargaan (‘éwlc Education), Demokrasl\

Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani{ (Kencana Prenada Media Group; 2008), him. 72. A\
) 1 2% N
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ugdang, kekuasaan eksekutlf yang mela&sanakan dan kekuasaan  untuk

\<‘<“menghak|m| ata\%%yudlkatlf5 Dari \bl’ois'lflkam Montesquieu inilah dikenal

pembagian k\ekuasaan negara mostern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (the
legislative functlon), eksekutif (the executive or administrative function), dan
yudisial (the judicial function).® Berkaitan dengan pembagian kekuasaan tersebut,
di Indonesia pada prinsipnya kekuasaan yudikatif dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dalam lingkungan Peradilan
Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan
sebuah Mahkamah Konstitusi.” Sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif,

Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan,

dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara®. Penyelesaian sengketa Tata ¢

Usaha Negara selain melalui badan peradllan dapat | Juga dn‘akukan melalui up&yer
\ 4
administratif. o ..w\ )
& R\ \

Reformasi konstitus’i"telah menegaskan. séééra eksplisit bahwa ﬁa.(‘)nesia
adalah negara hukum \yang terkandung penge’rtlan adanya penga\Ruan terhadap
prinsip suprema3| Ftukum dan kOﬂStItUS\I dianutnya prmsnp pemlsahan dan
pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional ‘yang diatur Undang-
Undang Da‘sar ,\“ \

.‘ :‘ :‘
L L Ol

e X

% Jalan p \%ran Montesqueiu dldasar\de\l pendapat John Locke yang dikemukakan dalam karyanya
“Two Treaties dn/Civil Government” yang ditulis pada tahun 1660, pemikiran tersebut menyatakan bahwa
untuk mencapai keseimbangan dalam suatu negara, kekuasaan negara harus dipilah kepada tiga bagian, yaitu:
kekuasaan legislatif (legislative power), kekuasaan eksekutif (executive power), dan kekuasaan federatif
(federative power).

® Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara Jilid 11, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006),
him. 13.

7 Victor Yaved Neno, Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), him. 1.

8 Indonesia (a), Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 5 Tahun 1986, LN No.77
Tahun 1986, Ps. 47.

® Indri Gatari Mauludin, “Telaah atas Impllka5| Yuridis Pasal 23 UUD 1945 Setelah Amandemen
Ketiga UUD 1945” dalam Abdul Halim dan lcuk Rangga Bawono, ed., Pengelolaan Keuangan Negara-
Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Peme'rlksa Keuangan, (Yogyaka{m UPPSTIM YPKN, 2011)
him. 65.
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\g Perkembang‘g&kétatanegaraan di I'nqghésia yang ditandai dengan adanya
«‘C’perubahan terh?g?pKUndang-Undang \I%a‘ﬁr Negara Republik Indonesia 1945
\\\“* mengandung\lg@ﬁsekuensi bahwa Qgiﬁ\bagian tiga cabang kekuasaan tidak lagi
terbatas secara prinsip pada tiga lembaga negara saja. Salah satu lembaga negara
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)'!. Menurut Hasan Bisri:

“Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 merupakan momentum awal
perubahan bagi BPK. Dengan adanya amandemen Undang-Undang
Dasar 1945 khususnya Pasal 23E, F, dan G telah memperkuat fungsi dan
peranan BPK, untuk mengawasi dan memastikan bahwa keuangan negara
telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab”.*?

Fungsi dan peranan BPK yang telah diperkuat defgan perubahan UUDO

NRI 1945% tersebut diantaranya ‘terlihat dari fungsi BPK yang menurut Moh.
Kusnardi dan Bintan R. Sﬁtééjih14 terdapat tig%h‘él, yaitu: a) funggi\;éﬁeratif
dengan melakukan pemeriksaan, pengawasan,cdah penulisan atas pengdasaan, dan
pengurusan keuang'an*\negara; b) fungsi'yﬁaikatif, dengan m.ala"lzukan tuntutan
perbendaharaaqw'dgh tuntutan ganti\mgj‘i' terhadap benda{aérg\)van yang karena
perbuatannxa’ melanggar hukurj\,étau melalaikan kgxq(ajibannya, menimbulkan
kerugia}g"b;ésar bagi negara; c)“:ﬁj“hgsi rekomendatif g‘l‘en”gan memberi pertimbangan
kepad;':l pemerintah tentang [;engurusan keuangan ﬁegara.

%) < <&
~$< 10 Perubaharrb\\ﬁD 1945 dilakukan empat);ﬁi yaitu: perubahan pertama disahkan pada tanggal 19
\\\ Oktober 1999; p%ﬁbﬂhan kedua disahkan pa@\.ﬁhggal 18 Agustus 2000; perubahan ketiga disahkan pada
) tanggal 10 November 2001; dan perubahan kéempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

! Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan amanat Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan
Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

12 Hasan Bisri, Wakil Ketua BPK, Kata Sambutan dalam Sudin Siahaan, Menuju BPK ldaman,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

13 perubahan terhadap UUD NRI 1945 terjadi seiring dengan tuntutan reformasi yang juga mencakup
reformasi konstitusi. Pada perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang diputuskan pada Rapat Paripurna MPR RI
ke-7 tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan MPR RI, BPK diatur secara tersendiri dalam BAB VIIIA
tentang BPK. Penguatan kelembagaan BPK terlihat dalam ketentuan Pasal 23E ayat (1) yang menyatakan
bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa
Keuangan yang bebas dan mandiri.

4 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, SusUnan Pembagian Kekuase\xaﬁj Menurut Sistem Undang;\\j i
Undang Dasar 1945, (Jakarta: Gramedia, 199{), him. 88. \" X \
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\g Lebih lanjut menurut Titik Triwulad- Tutlk15 untuk melaksanakan tugas
’dan fungsinya, rp(aR‘a BPK berwenanqémtuk a) meminta, memeriksa, meneliti

pertanggungjaWaban atas penguasa@n dan pengurusan keuangan negara, serta
mengusahakan keseragaman baik dalam tata cara pemeriksaan dan pengawasan
maupun dalam penatausahaan keuangan negara; b) mengadakan dan menetapkan
tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan c) melakukan penulisan
penganalisaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan.

BPK sebagai lembaga negara diketahui secara umum dalam hal
kewenangannya di bidang pemeriksaan keuangan negara. Menurut Dian Puji N.
Simatupang “dalam perkembangannya saat perubahan UUD 1945, tugas dan ¢
kewenangan BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan &arhadap tanggung javv\ab\ >
tetapi terhadap pengelolaan keuangan negara.”*° Selamkewenangan dalam bhsiang
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab \keuangan negara BPK juga
memiliki kewenangan Lam yang tidak terlalu\pdpuler secara umun1 Kewenangan
tersebut berupa kewe\wangan untuk menlla dan/atau menetapkan Jumlah kerugian
negara yang dlaklbatkan oleh perbu‘atan melawan hukum\balk sengaja maupun
lalai yang ‘dilakukan oleh bendéhara pengelola BUMN/BUMD lembaga atau
badan Iam yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.'’

Uraian mengp\nal tugas dan fungsi QDK menunjukkan bahwa BPK selain

yudikatif” unt@g\nelakukan tuntutaQ\p}erbendaharaan terhadap bendahara. Tugas
BPK untuk mengadakan dan menetapkan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan
ganti rugi, dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan negara
dari kerugian negara. Menurut Muhammad Djafar Saidi “tidak selalu

pengembalian kerugian negara dilakukan melalui pengadilan negeri dalam

' Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,
(Jakarta: Kencana, 2010), him. 237.

'8 Dian Puji N. Simatupang, Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan
Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011), him. 306.

17 Indonesia (b), Undang-Undang Badan Remeriksa Keuangan, UU NO\IS Tahun 2006, LN No. 85\ i
Tahun 2006, TLN No. 4654, Pasal 10 ayat (1) X X
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kpgkungan peradilan.. Qmum pengadilan tm@lak pldana korupsi maupun komisi

% pemberantasan korl]ﬁsl »18 2
\\\’ Berd\ag«a‘rkan perspektif Hu\kym Administrasi Negara, dapat dikemukakan

bahwa dalam"benyelenggaraan negé{ra atau kegiatan pemerintahan telah lama atau
bahkan sejak berlakunya Indonesische Comptabiliteits Wet (ICW)*® dikenal dua
bentuk penyelesaian ganti kerugian negara, yaitu berupa Tuntutan Ganti Rugi
(TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP)?°. Bentuk penyelesaian kerugian negara
tersebut merupakan upaya hukum yang dilakukan sesuai kewenangan yang
berdasarkan undang-undang sebagai upaya pengembalian kerugian negara di luar
peradilan. Tata cara penyelesaian kerugian negara yang demikian, tidak dikenal
dalam mekanisme pada lembaga peradllan

Bagian utama dari pelaksanaan tuntutan perbeQdaharaan adalah adanya~ ’
penilaian dan/atau penetapan BPK mengenai nilai Jkeruglan negara. Pasai 41
Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang: \T ata Cara Penyelesaran Ganti
Kerugian Negara Tertléﬁap Bendahara meqyétakan bahwa “BaQén Pemeriksa
Keuangan dapat m&nbentuk Majelis Tu‘ntutan Perbendaharaah dalam rangka

» 2L Penilaian

memproses penyelesalan keruglan\negara terhadap bendahara
dan/atau pfenetapan tersebut qi}akukan setelah mgta‘lm proses penyelesaian

kerugian negara/daerah yang-@itetapkan dengan Keputusan BPK.?

%) %) <&
“$< 18 Muhammatﬁﬁafar Saidi, Hukum Keuang&( Negara, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-3,
\\\’ 2013), him. 119. \\ \\\

19 Kewenangan melakukan Tuntutan Perbendaharaan dahulu bersumber pada Indonesische
Comptabilteit Wet Pasal 58 yang menyatakan bahwa Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan, dimana
ditetapkan suatu jumlah uang, yang dalam him menyangkut pengurusan Bendaharawan, harus diganti kepada
Negara, atau dimana dikenakan suatu denda bagi seorang Bendaharawan, dikeluarkan atas nama keadilan
Penilaian dan/atau penetapan tersebut ditetapkan dengan keputusan BPK. Salinan keputusan itu berkepala:
"Atas Nama Keadilan", yang ditandatangani oleh Ketua BPK, mempunyai kekuatan yang sama dan
dilaksanakan dengan cara yang sama, sebagai keputusan hakim (vonis) yang mempunyai kekuatan yang tetap
dalam perkara perdata.

2 AlY. Suryanajaya, Penyelesaian Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Publik:
Teori dan Praktek, (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2011), him. 5.

2l Indonesia (c), Peraturan BPK Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap
Bendahara, Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, LN No. 147 Tahun 2007, Pasal 41.

# Majelis Tuntutan Perbendaharaan, hég//www.sikad.bpk.qo.idlor.mib.php. diakses 15 Maret "
X & N2
2013.
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\g Telah dlkemukakan sebelumnya b:ihwa di Indonesia pada prinsipnya
’kekuasaan yudllg?tﬁ dilakukan oleh \<s§buah Mahkamah Agung dan badan

peradilan di bawahnya dalam Ilngkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan I\/I|I|ter, Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah
Konstitusi. Dari kekuasaan yudikatif tersebut terdapat sistem peradilan
administrasi yang dilaksanakan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sementara
kewenangan BPK untuk melakukan tuntutan perbendaharaan yang dilaksanakan
oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan juga masih dalam lingkup administrasi
negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan Majelis Tuntutan
Perbendaharaan adalah bagian dari sistem peradilan administrasi di Indonesia.
Namun keberadaan Badan Pemeriksa;cKeuangan sebagai salah satu lembaga
negara diluar lembaga legislatif, ek\sgl&ﬁiif, dan yudikatif\meﬁ}:mbulkan pertanyear’f‘\;
mengenai kedudukan Majelis Fntutan Perbendaha&rgan dalam sistem p%(gdilan
administrasi di Indonesia. - \\ > >

Berangkat darkuralan tersebut maka saya membuat Tesis c@ngan judul:
& & .:.\

_ <" Kedudukan Majeﬁé Tuntutan Perber).dé’haraan

N Pada Badan Pemeriksa Keuangan
& Dalam Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia
»1.2. Perumusan Masalah \<"

Berdz\s\a‘}kan Latar Permasa@ﬁan telah diuraikan, terdapat permasalahan
sebagai berlkut
1. Bagaimanakah kedudukan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalam menilai
dan/atau menetapkan kerugian negara/daerah terhadap bendahara dikaitkan
dengan Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan putusan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalam
sistem Peradilan Administrasi di Indonesia?

~'\" .‘\" .\s'
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1\23 Tu;uan Penullsag b
\<‘<‘ Berdasar\ba‘ﬁ uraian pada bag Qn‘%ebelumnya dikemukakan tujuan dari
N\

Y penulisan ini adalah antara lain sebag@r\berlkut

a.  Tujuan objektif

Tujuan objektif penulisan ini adalah:

1) Mengetahui kedudukan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalam menilai
dan/atau menetapkan kerugian negara/daerah terhadap bendahara
dikaitkan dengan sistem peradilan administrasi di Indonesia.

2) Mengetahui kedudukan putusan Majelis Tuntutan Perbendaharan dalam
sistem peradilan administrasi di Indonesia.

b. Tujuan subjektif <
o &
X NV

AN AN AN
1) Untuk menambah dah memperluas waWasan pengetahuangdan

Tujuan subjektif penulisan ini adalah:
pemahaman di bldang Hukum Kenegaraan &>

2) Untuk menambah pengetahuan cLan pemahaman mngenal Badan
Pemerlksa \Keuangan khususﬁya mengenai kew‘enangan dalam
penyelesalan ganti kerugian Negara/daerah terhada]& bendahara

3) Uﬁmk memperkuat refa\\’ma3| birokrasi d| BPK sesuai dengan tujuan
program bea3|swa SRIRIT yang saya |kut| QY

K4 I\/Ianfaat Penullian

<O Suatu pendlisan yang berhasil adaiah penulisan yang dapat memberikan

\\‘« manfaat baik \s@‘c\:gra teoritis maupL{Q\secara praktis. Manfaat yang diharapkan
sehubungan dengan penulisan ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat teoritis
1) Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum
kenegaraan pada khususnya.
2) Diharapkan hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang
karya ilmiah serta bahan masukan bagi penulisan sejenis di masa yang
akan datang.
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b§~ “Manfaat praktis b \z\

“ « % 1) Untuk m \Jn‘ﬁerlkan wawasan \?éﬁ pengetahuan bagi masyarakat luas
\\\* mengeﬁar kedudukan Maketts Tuntutan Perbendaharaan pada Badan
i Pemeriksa Keuangan dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia.
2) Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta
mengaplikasikan ilmu selama perkuliahan Hukum Kenegaraan.
1.5. Kerangka Konseptual
1.5.1. Peradilan Administrasi

Menurut Sudikno Martokusumo®, kata peradilan yang terdiri dari kata
dasar “adil” dan mendapat awalan “per” dan mendapat akhiran “an” berarti segala
sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan Pengadilan disini' bukanlah semata-
mata diartikan sebagai badan untuk meﬂgadlll melamkan\ se‘bagal pengertian yang~ ‘
abstrak yaitu hIm memberikan keadilan. &;n\ .\,”\

R. Subekti dan R4T j:tl‘OSOGdIbIO sementﬁ‘ra itu mengemukakan bahwa
“peradilan (rechtspraa\k 7 judiciary), adalah ségala sesuatu yang Berhubungan
dengan tugas negar‘a untuk menegakkah hukum dan keadll‘an” % Mengenai
pengertian peradllan ini, lebih Jauh Sjachran Basah mengemukakan bahwa
peradllan aB‘aIah “segala sesuatu\yang bertalian dengéﬂ tugas memutus perkara
dengan** menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam
‘(.@-jgr’ﬁbertahankan daq %@gh’jémin dltaatmya.t&[gum materiil, dengan menggunakan

@tara prosedural yan§ ditetapkan oleh huku'{ﬁ formal.”?

\\.~\: Utrecji(t menggunakan |st\LLa}‘n peradilan administrasi negara untuk
. mengartikan 1st|Iah admmlstratleve rechtspraak 2% Sementara Rochmat Soemitro

memilih untuk menggunakan istilah peradilan administrasi dengan alasan:’

% sudikno Mertokusumo (a), Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya Sejak Tahun 1942,
dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1983), him. 172.

?R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1971), him. 83.

% sjachran Basah (a), Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia.
(Bandung: Alumni, 1985), him. 23.

% Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Bandung: Fakultas Hukum dan
Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Padjadjaran Cetakan ke-4, 1960), hIm 177 \
0\

%" Rocmat Soemitro sebagaimana dlkut\lp dﬁlam Sjachran Basah (a)\Op\Clt him. 33-35. "\l
2\ K2\ e\
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a,§~ kata admmlstrasu{sudah diterima umutn dan pula telah digunakan oleh
pemerintah; \<‘< &{‘('

b. kata ad@q\istratle yang bera@g{”dari kata lain ‘administrare’dalam artinya
sudah pula tersimpul kata tata usaha;

c. kata administrasi memudahkan dalam mempelajari buku asing karena mirip
dengan kata asing ‘administration” dan administratie’.

Seiring dengan pilihan Rochmat Soemitro untuk menggunakan istilah
peradilan administrasi, Sjachran Basah menambahkan dua alasan lagi, yaitu:?®
a. apabila istilah ‘peradilan administrasi negara’ dipergunakan maka predikat

‘negara’ menjadi berlebihan dan tidak perlu, karena hanya negara yang
berhak membentuk peradilan; ' .
b. seiring dengan alasan di atas,\?e%ﬁadap istilah perague*i‘r}t administrasi neg\a’rai?\~t
tidak ada lawan katanya. <> &,;n\ (,:”\
1.5.1.1. Asas Peradilan Amm:nlstram | > \

Asas dapat bE(éﬁl dasar, landasan, QHhSlp, dan jiwa atau C”fa cita. Asas
adalah suatu dalll dmum yang dmyatakén dalam istilah uml)m dengan tidak
menyebutkan s&cara khusus cara pelaksanaannya 29 Asas d‘apat juga dapat disebut
pengertlanbengertlan dan nllathllal yang menjadl t‘mk tolak berfikir tentang
sesuatu‘ & B

Menurut Bellg:trmd sebagaimana dkkutlp oleh Sudikno Mertokusumo®

ilmu hukum t.gak dianggap berasak\chrl aturan-aturan yang lebih umum, yang
merupakan pengendapan hukum posmf dalam masyarakat. Pengertian asas hukum
umum yang dirumuskan Bellefroid merupakan pengertian yang berbeda dengan
rumusan asas dalam ilmu hukum. Sebaliknya menurut van Eikema Hommes,

sebagaimana dikutip SudiknoMertokusumo® menyatakan asas hukum tidak boleh

% gjachran Basah (a), Op. Cit., him. 35-36.
® The Liang Gie, Teori-Teori Keadilan, (Jakarta: Penerbit Super, 1977), him. 9.

% sudikno Mertokusumo (b), Mengenal Hukuni» Suatu Pengantar, (Jakarta::Liberty, 1991), him. 32.
4 O oY
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el&anggap sebagai normarnorma hukum kongkret tetapi harus dipandang sebagai
“«K ‘dasar-dasar umurQafau petunjuk bagi bykirm yang berlaku. Pembentukan hukum

\\\* harus berorle\mﬂ pada asas-asas ht}kum tersebut, sehingga menjadi dasar atau
i petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Berkenaan dengan asas-asas hukum peradilan administrasi, Sjahran
Basah®? menurunkan enam asas hukum acara peradilan administrasi murni, yaitu:
asas kesatuan beracara, musyawarah, kekuasaan kehakiman yang berbeda,
sederhana, cepat dan biayaringan, sidang terbuka dan Putusan mengandung
keadilan.
1.5.1.2. Upaya Administrasi

Sjachran Basah mengemukakan bahwa peradllan administrasi dalam arti
AV

O 3
luas pada dasarnya mencakup dua golbngan yaitu:*® (@ \k b
\©
a. peradilan administrasi murm yang sesungguhnya uatau peradilan admlms{ra3|
dalam arti sempit; O > >
b. peradilan admmlstr@& yang tidak sesungguhnya atau peradlla@ admmlstra3|
semu. ..;\ \ \
Terdapgt beberapa istilah yzng digunakan oleh\“'s’arjana-sarjana untuk
menyebut |§|Iah peradilan admlrﬁstram dalam arti semp\t yaitu:
a. admmlstratleve beroep; &
t< onelgenluke admmlszt;ratleve rechtspraak - '
<t. geschillen beslechtmg, QO

\\.~\: d. quasi rechts@r}ak \\\..

v Menurut A.M. Donner “sebagaimana dikutip oleh Sjachran Basah,
terdapat administratieve beroep apabila terjadi permintaan banding mengenai
tindakan-tindakan pemerintah, kepada suatu instansi pemerintah yang lebih tinggi.
Lebih lanjut menurut Sjachran Basah, yang penting ialah bahwa banding itu
haruslah ditujukan kepada instansi yang lebih tinggi akan tetapi masih dalam satu

s Sjachran Basah (b), Hukum Acara Pengadllan dalam Llngkungan Peradilan Administrasi
(HAPLA), (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), him. 10-12.% \ \
x\ O oY
% Sjachran Basah (a), Op. Cit., him. 374" Qv b
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B{njang secara vertlkal\»dengan tidak mem&ahkan persoalan kebijaksanaan dan

@ persoalan hukum.? QD \Z
XK X
Upaxsg\admlnlstratif (adm\i@istratief beroep) ialah peradilan tata usaha

negara yang"'dilakukan oleh badan atau pejabat dalam kalangan administrasi
sendiri, baik pejabat yang sama, maupun pejabat (lebih) atasnya. Administratief
beroep dan peradilan administrasi sering disebut senafas, tanpa perbedaan yang
jelas antara kedua lembaga ini.*® Rochmat Soemitro®® menjelaskan bahwa ciri
administratief beroep antara lain yang menerima perkara adalah instansi yang
hierarkis lebih tinggi atau lain daripada yang memberikan keputusan. la dapat
mengganti atau mengubah keputusan administrasi yang pertama dan tidak saja
meneliti doelmatigheid tetapi juga mengenai rechtmatigheid- nya
Di negeri Belanda, adm{nlstratlef berop dllakukan oleh badan- bagarr
yang tersebar pada berbagai |nStanS| pemerintah sehmgga J.H. van ver Neen
mengemukakan bahwa admmlstratlef beroep tldak\d isusun berdasarkan pola yang
tetap dan bentuk- bentuknya juga berbeda saw ﬂengan lainnya. Naq’lun semuanya
mempunyai persamhan yaitu tidak dlbéta5| dasar-dasar kek}eratan % Dalam
kenyataannya, \beraneka instansi_ \yang dibebani tug’as memeriksa suatu
administratiéef beroep, antara Iam\yang penting dan meﬁenjol 38
"Sebelum dltetapkan ‘Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
‘Pgradllan Tata Usaha I{\Legara upaya admlr\stratlf telah memperoleh pengakuan

"5sebaga| lembaga atau jalur yang dapat digtinakan untuk menyelesaikan sengketa

administrasi, {Qb\agamana dlkemukql@s\l\n< Paulus Efendi Lotulung®, antara lain:
\ \+

* bid., him. 60.
% Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, (Jakarta: Erlangga, 1980), him. 340.

% Rochmat Soemitro, Naskah Singkat Peradilan Administrasi di Indonesia, BPHN-Dep Kehakiman,
Simposium Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Binacipta, 1976), him. 256.

$'Kotan Y. Stefanus, Mengenal Peradilan Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1995), him 81-82.

*paulus Effendie Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah,
(Jakarta: Buana Ilmu Populer, Cet ke-1, 1986), him 34% 35 X
0\

oY O C
¥1bid., him 84. O \ O
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ngasalah pemberlan/pqnolakan izin atas,. \glasar Undang-Undang Gangguan,
“ \<‘< masalah keberate&t‘ér‘hadap penetapan p?fék dan masalah kepegawaian.
SV 152 Perbe\nblaharaan \\\
i Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan atau
menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah
bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada
Badan Pemeriksa Keuangan.”*

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “Perbendaharaan Negara adalah
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, ter\masuk investasi dan..’
kekayaan yang dipisahkan, yang d{(etapkan dalam APBI\Ldan APBD”.* ®

Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Ientang
Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “Benaahara adalah setlap orang atau
badan yang diberi Ittgas untuk dan ata‘s; nama negara/daerah menerima,
menyimpan, dan me\mbayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-
barang negara/daerah” 42 < .~\

Pasal 1 angka 15 undang Undang Nomor "1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “Bendahara Umum Negara adalah
,;pé]abat yang diberi tug*as untuk melaksanakaﬁfunga bendahara umum negara”.*

X : Pasal 1\<a\ﬁgka 16 Undang Qnﬁang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
WV Perbendaharaaﬁ* Negara menyatakqn\bahwa “Bendahara Umum Daerah adalah

pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah”.**

“ Indonesia (d), Undang-Undang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun
2003, TLN No. 4286, Pasal 35 ayat (2).

! Indonesia (e), Undang-Undang Perbendaharaan Negara, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun
2004, TLN No. 4355, Pasal 1 angka 1.

“2 |bid., Pasal 1 angka 14.

“ Ibid., Pasal 1 angka 15. < < <
’:\‘ \\‘ .\‘\’
i Qe N2
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“ Ibid., Pasal 1 angka 16.

. . N .
Universitasiindonesia

7" 7 N
I (¥ LMY



) Z5) 5
N S Sx 13
£ £ £

\g Pasal 1 angka 17 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
‘< Perbendaharaan Negara menyatakan ba
I, Neffra menyatakan bayi:

\\\\’ “Benda\hara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD
pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah”.*

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa:

“Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, mentausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah
dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja
kementerian negara/lembaga/pgmerintah daerah.”*® ’ <

O O O

1.5.3. Kerugian Negara \. \. \.
Pasal 35 ayat (3) LJndang Undang Nomor 17 Tahun 2003 {entang
Keuangan Negara menyatakan bahwa “Setlap bendahara sebagalmana almaksud

dalam ayat (2) bertang‘gung jawab secara pr‘ibadl atas keruglan ke}Jangan negara

yang berada dalar) pengurusannya ”47\

Pasal\l angka 22 Undang Undang Nomor 1\I'ahun 2004 tentang
\
Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “Keruglan Negara/Daerah adalah

kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya

sébagal akibat perbuatan melawan hukum ba}k sengaja maupun lalai.”*®
Q )

X 1.5.4. Ganti Keqaglan X

N KltaQ\\Undang Undang F{tﬂ(um Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365*

menyatakan ‘bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa

“* |bid., Pasal 1 angka 17.
“ |bid., Pasal 1 angka 18.
" Indonesia (d), Op. Cit., Pasal 35 ayat (3).
8 Indonesia (e), Op. Cit., Pasal 1 angka 22.

4 Ketentuan Umum Bagian | Bab 111 Buku Ketlga tentang Perikatan. Pasal ini terdiri empat unsur,
yaitu : (1) perbuatan yang melanggar hukum; (2) membawa kerugian kepada orang lain; (3) adanya kausalltas\ i
antara kerugian dengan kesalahan; (4) kewajllgn rﬁenggantl kerugian. X
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kgruglan kepada orang\»l,am mewajibkan orQng yang menimbulkan kerugian itu

\% karena kesalahann ’éuntuk menggantika ‘f(eru ian tersebut.
2 S ogantiniErug

Pasa\\zﬂ, Undang undang N@‘qmor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa
“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak
menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan Pasal 3.7
Penjelasan Pasal 4 menjelaskan bahwa:

“Dalam hal pelaku tindak pidama korupsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dan Pasal 3 telah mentenuhi unsur-unsur jgasal dimaksud, maka®

pengembalian kerugian 4€uangan negara atal<perekonomian negara,
tidak menghapuskan pidana terhadap pelakv tindak pidana tersebut.
Pengembalian kerugian keuangan nega\a atau perekonomlan Negara
hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.”>* v

™

Pasal 32 ayat (1) Undang- undang Nomor 31 Tahl,m 1999 tentang
Pemberantasar\:r 'hdak Pidana Koru;@ Sebagalmana telah ({lubah dengan Undang-
undang Nomer 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korup3| menyatakan bahwa:

‘ “Dalam hal penyrdlk menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih

\i“ unsur tindak. pidana korupsi tidak te%apat cukup bukti, sedangkan secara

nyata telah>'ada kerugian keuahgan negara, maka penyidik segera

menyeraikan berkas perkaraihasil penyidikan tersebut kepada Jaksa

Peng\ébara Negara untuk &}Iakukan gugatan perdata atau diserahkan

kepada instansi yang dlrugikan untuk mengajukan gugatan.”?

Penjelasan ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "secara
nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah
dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau

akuntan publik yang ditunjuk.

% Indonesia (f), Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 tahun 2001, TLN No. 4150, Ps.
4.

%! |bid., Penjelasan Pasal 4.

>
)

A& AL N4

52 |bid., Pasal 32 ayat (1). N4 D PR
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\g Pasal 32 ayat; (2) Undang- undanq Nomor 31 Tahun 1999 tentang

\<‘<‘Pemberantasan Ti \?d%tk Pidana Korupsi \szetfagalmana telah diubah dengan Undang-
~\
WV undang Nomoﬁ\?_‘o Tahun 2001 tentan Perubahan atas Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa

“putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak

untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.”*

Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan, menyatakan bahwa “ganti kerugian adalah sejumlah uang
atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada

negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan

melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai.”>*

Pasal 10 ayat (1) Undang un‘élang Nomor 15 Tahu‘n 2006 tentang Bagarr >

Pemeriksa Keuangan menyatakanbahwa ,..n\ o
\ R\Y4

“BPK menilai dan/atau menetapkan Jumlah kerugian negara yang
diakibatkan olenperbuatan melawanchukum baik sengajacmaupun lalai
yang dilakukah oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMB; dan lembaga
atau badan fain yang menyelenggeﬁakan pengelolaan kel}angan negara.”>

’\

Pasal \0 ayat (2) Undang—undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemerlkser\Keuangan menyataka\n bahwa “penllalan keruglan keuangan negara
dan/atau penetapan plhak yang berkewajlban membayar ganti kerugian
sébagalmana dlmaksudx‘pada ayat (1) dltetapk%n dengan keputusan BPK.”®

“\«\( 1.5.5. Majelis T\Qr\ﬁutan Perbendaha{aan
\\.\’ Pasa[\\62 ayat (1) Unda@ﬁ-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “Pengenaan ganti kerugian

negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.”’

% |bid., Pasal 32 ayat (2).
* Indonesia (b), Op. Cit.., Pasal 1 angka 16.
% Indonesia (b), Ibid., Pasal 10 ayat (1).

% Indonesia (b), Ibid., Pasal 10 ayat (2). < X
AY N d AY
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% Ibid., Pasal 62 ayat (1).
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\g Pasal 62 ayag (3) Undang- Undaﬁ@ Nomor 1 Tahun 2004 tentang
’Perbendaharaan Qléi;ara menyatakan \PéﬁWa “Ketentuan lebih lanjut tentang

pengenaan g{ntl\keruglan negara terﬁadap bendahara diatur dalam undang-undang
mengenai pemerlksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”®

Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “Bendahara, pegawai negeri bukan
bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian
negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.”®

Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan

bahwa “Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara
2260 O

A\ AN
Untuk melaksanakan keWenangan menilai dan?/ﬁtau menetapkan kemglan

ditetapkan oleh BPK setelah berkonSthaS| dengan pemer\lnta‘h
negara terhadap bendahara, Rasal 41 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007‘ tentang
Tata Cara Penyelesalar(Gantl Kerugian Negqra Terhadap Bendahaq“a ‘menyatakan
bahwa “Badan PePnerlksa Keuangan Bapat membentuk Majells Tuntutan

Perbendaharaar\dalam rangka memp*oses penyelesaian kewglan negara terhadap

bendahara ’\51 N ;”\ '
1. 6 Metode Penelitian 5 A
\i\“ Agar suatu pgnelltlan ilmiah dapa\ berJaIan dengan baik maka perlu

>>menggunakan suam metode penelltlan< yang baik dan tepat. Metodologi

merupakan st@t‘h unsur yang ngjﬁk harus ada di dalam penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan. %

% |bid., Pasal 62 ayat (3).
% |bid., Pasal 64 ayat (1).

8 Indonesia (g), Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, UU No. 15 Tahun 2004, LN No. 66 Tahun 2004, TLN No. 4400, Pasal 22 ayat (4).

® Indonesia (b), Ibid. \ \
O O

O \
52 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Presse-2006). him. 7.
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1\16 1. Bentuk Peneht{an e

Bentuk @Pfelltlan dalam penu\gs?én hukum ini adalah penelitian hukum
normatif. Peqe;tttlan hukum normat»t{ terd|r| dari penelitian terhadap asas-asas,
sistematika, taraf sinkonisasi hukum, sejarah dan perbandingan hukum.®
Penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji,
kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti.

1.6.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Soerjono Soekanto penelitian
deskriptif yaitu “penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara lengkap
dan jelas mengenai obyek penelit'rati‘w\~t dapat berupa maﬁt}éia atau gejala darr\
fenomena sosial tertentu”,* dalam hal ini adalah dlpe‘rbkh gambaran secaralte\pat
mengenai kedudukan Majehs Tuntutan Perbendaharaan dalam SlstemPeradllan
Administrasi di Indonegla ,'\'5 ’ ~d
1.6.3. Pendekatan: Penelitian \ \

Nilai, rhmah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal
issue yang diteliti sangat tergantuhg kepada cara pendekatan yang digunakan. Jika
cara pendekatan tidak tepat m‘aka bobot penelltlan tldak akurat dan kebenarannya
@n dapat dlgugurkan ' \z\

Dari beberapa jenis pendekatan~<penellt|an , pendekatan yang relevan
dengan peneQ{ian hukum ini a@ﬁﬁ\ pendekatan undang-undang (statute
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan analitis
(analytical approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mendekati

& 1hid., him. 44.
% 1hid., him. 10.

8 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. (Malang: Banyumedia, 2007). him.
299.

% Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa
pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach),
pendekatan historis (historical approach), pendekatant perbandlngan (comparative approach) dan pendekatan .
konseptual (conceptual approach). Johny Ibrahlmmenambahkan pendekatan ahalltls (analytical approach{\ i
dan pendekatan filsafat (philosophical approa{h) (& X

A A\
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ngasalah yang diteliti. Qengan menggunakan\&fat hukum yang normatif, karena
\<‘< dalam penelltlan\<|Fﬁ hukum dlkonsepgéﬁw sebagai norma-norma tertulis yang

N\
\\\’ dibuat oleh Ianbaga atau pejabat\\yang berwenang. Pendekatan konseptual

dilakukan dengan meneliti konsep- Ronsep terkait permasalahan yang diteliti.
Selanjutnya pendekatan analitis merupakan suatu pendekatan yang
menguraikan secara deskriptif dengan menelaah, menjelaskan, memaparkan,
menggambarkan, serta menganalisis permasalahan atau isu hukum yang diangkat,
seperti apa yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah.
1.6.4. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustakaberupa keterangan-
keterangan yang secara tidak Iangsi‘J\ﬁg diperoleh melerlﬁ}t studi kepustakaaﬂ*‘\t
peraturan perundang- undangan sepertl UUD 1945, peraturan perundangan Iam}ya
yang terkait, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang dltehtl sepertl
tulisan-tulisan - ilmiah, Sdmber-sumber tertLLI's lainnya serta makkaWah makalah
yang menyangkut méngenal kedudukan M‘ajells Tuntutan Perbe‘ndaharaan dalam
sistem peradllan admlnlstra5| di Indone5|a ..\“’
1.6.5. Sumber Data ¢ W ;,\‘
"Penelltlan ini adalah~‘penellt|an kepustakaan (normatif), sehingga bahan
(@rl penelltlan ini a,dalah data-data h%um sekunder. Dalam penelitian
< kepustakaan ini, data sekunder yang dige{oleh dari bahan-bahan pustaka sebagai
) »
1.6.5.1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam
penelitian ini, digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
1.6.5.2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini berupa
berbagai literatur (karya ilmiah), jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang berkaitan

dengan permasalahan penelitian ini. ; )
AV AV AV
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;L\iﬁ 6 Teknik Pengungpulan Data \g

Teknik pg?@umpulan data yar\lg‘ﬁlgunakan dalam penelitian hukum ini
adalah studi ke’pustakaan yaitu wapa pengumpulan data sekunder. Dalam
penelitian hukum ini, dlkumpulkan data sekunder yang memiliki hubungan
dengan masalah yang diteliti.
1.6.7. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara dilakukan
pemeriksaan data secara teliti untuk menemukan keabsahan data dan menghindari
kesalahan data, diklasifikasikan untuk menghindari kesalahan pengelompokan
data dan dilakukan pengorganisasian data.
1.6.8. Analisis Data '

Data yang telah diolah kemudlan dianalisis dengan metode deskrlptif*‘ >
kualitatif. Dengan pendekatan ml akan dldeskrlpSIkan dan dianalisis secara
kualitatif  tentang kejelasan konsep perbendaharaan, majelis.: \tIJntutan
perbendaharaan, peragﬁfan administrasi, dg\ﬁf”kerugian negara,z\dalam sistem
peradilan administra§i'di Indonesia. \ &

NS
™~

1.7. Slstemanka Penulisan ,\y <

Dalam bagian ini, bag‘ran bagian yang akan* dlbahas dibagi menjadi
beberapa bab yang dlusahakan‘ dapat berkaitan dan Ieblh tersistematis, terarah dan
‘mﬁudah dimengerti, sehmgga saling menduKng dan menjadi satu kesatuan yang

"5bulat dan utuh. Ada"s(un sistematika penuligah tersebut adalah sebagai berikut:

BAB | PEI\@AHULUAN \\\$<
Bab ini berisi tentang ‘latar permasalahan penelitian ini, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual,
metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB Il TINJAUAN TEORITIS
Bab ini akan mencakup kajian pustaka berkaitan dengan judul dan
masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan
mengenai tinjauan pustaka tentang Peradilan Administrasi; Keuangan
Negara; Badan Pemeriksa Keuangan; dan tinjauan pustaka tentang

) ) O
\. \' \.
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&ABIII KEDUDUKQ«N MAJELIS Tl;li\lTUTAN PERBENDAHARAAN

BAB IV

DALAM\< ‘MENILAI DAN\(N'AU MENETAPKAN KERUGIAN
NE\Q&RA TERHADAP\\BENDAHARA DIKAITKAN DENGAN
SISTEM PERADILAN ADMINISTRASI DI INDONESIA

Bab ini mencakup kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah
yang diteliti serta hasil penjelasan dari penelitian yang membahas
tentang kedudukan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalam menilai
dan/atau menetapkan kerugian negara/daerah terhadap bendahara
dikaitkan dengan sistem peradilan administrasi di Indonesia.
KEDUDUKAN PUTUSAN MAJELIS TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAI;.‘AM PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA O O O
Bab ini mencakup kaﬁan pustaka berkaltann‘dengan judul dan mas\alah
yang diteliti serta hasn penjelasan dan penelltlan yang membahas
tentang putugan Majells Tuntutan Perbendaharaan dalam penyelesalan

kerugian. negara. & &

A

\\’\.:
X

<\
X

&

BAB V PENUTUP R Q’*
\
QY Bab ini akan memberlkan sebuah kesmplﬂan atas pokok permasalahan

‘Q \ & ¢

pada penellt@ |n| serta beberapa \s{aran agar dapat menjadi masukan.
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TINJAUAN TEORITIS

2.1. Peradilan Administrasi
2.1.1. Peradilan Administrasi Dalam Konsep Negara Hukum

Dalam kajian kepustakaan ilmu negara, wewenang atau kewenangan
telah lama menjadi suatu persoalan negara hukum. Setidaknya sejarah mencatat
sejak Plato menempatkan kekuasaan sgbagai sarana untuk menegakkan hukum ¢
dan keadilan dengan konsepnya “Eah\ﬁé penyelenggaraanﬁe\éara yang baik ialat’f‘\~t
yang didasarkan pada pengaturan(hukum) yang balkuyang disebut dengan |sulah
nomoi”, sejak itu pula hukum ‘dan keadilan selatu dlhadapkan pada. kekuasaan
Kekuasaan yang dImI|IKi'O|eh negara umumnya “dikaitkan dengan kgdaulatan yang
dimiliki oleh suatu hegara kedaulatan m\erupakan sumber kekuasaan tertinggi
bagi negara. Sebagal kekuasaan tertmggl maka kedaulatan\tldak berada di bawah
kekuasaan I‘am N NG

PN oo

\ \
& ‘Kekuasaan sebaga:mana seorang pUJangga Inggris yang bernama Lord

Ag:ton kemukakan ba@ya power tends to cgrrupt but absolute power corrupts
~<*abso|utely Adanya®ecenderungan bahwalkekuasaan disalahgunakan, mendorong
\\‘« pemikiran- perQ{k\Yan untuk memba@s{{dan mengawasi kekuasaan negara. Salah
. satunya melaim lahirnya teori kedaulatan hukum yang populer pada abad ke-17
sebagai akibat situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.®® Teori
kedaulatan hukum dipelopori antara lain oleh Immanuel Kant (1724-1804) dan

Hans Kelsen (1881-1973). Menurut teori kedaulatan hukum, negara pada

87 S.F. Marbun, Op.Cit.

88 Muhammad Tahir Azhary, Negara Ht@m Suatu Studi tentang P@Slp prinsipnya Dilihat darr\ i
segi Hukum Islam, Implementasinya pada Perde Negara Madinah dan I\/Qsa Kini, (Jakarta: Bulan Blneng

1992), him. 66. N \ N
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agmmpnya tidak berdag,arkan atas kekuasaap belaka (machtstaat), tetapi harus
“ \«‘( berdasarkan atas Qﬂ%um (rechtstaat).®® \{ :
\\\’ Imma{}uel Kant melalui b}skunya Methphysisce Ansfangsgrunde der
i Rechtlere mengemukakan konsep negara hukum liberal, ditambahkan bahwa
kekuasaan negara sedapat mungkin dijauhkan dari masyarakat.”® Berkenaan
dengan konsep negara liberal, Sudargo Gautama mengemukakan bahwa negara
hanya mempunyai tugas yang pasif yakni untuk hanya bertindak, apabila hak-hak
asasi daripada rakyatnya berada dalam bahaya atau ketertiban umum dan
keamanan masyarakat terancam.”*
Konsep negara hukum berkembang sejak akhir abad ke-19, Friedrich
Julius Stahl dalam karya ilmiahnya yang berjudul Philosophi'e des Rechts yang
terbit tahun 1878 dalam upaya r@nyempurnakan konsep‘negara hukum Ilbsrar
dari Immanuel Kant, menyusun gnsur-unsur utama negara hukum formal sebagal
berikut:" o S ' \
a. Pengakuan dan perl“ndungan terhadap haQ< hak asasi manusia; -
b. Untuk melmduﬁgl hak asasi tersebut\ maka penyelenggare}an negara harus
berdasarkan teorl trias politica; 4 .\“’
C. Pemerhtah menjalankan \tUQasnya berdasarkéﬂ atas undang-undang
(wetmatlgheld van bestuur) X
"%,"Apablla pemerm@ dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-
o) undang masih melanggar hak-hak aSasi (campur tangan pemerintah dalam
\\‘: kehldupark\}\)rlbadl seseorang)\\‘%a pengadilan administrasi yang akan
- menyelesalkannya
Dalam unsur-unsur yang dikemukakan oleh F.J. Stahl tersebut di atas,
dua unsur diantaranya merupakan konsep negara hukum yang dikemukakan oleh

Immanuel Kant, yaitu adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan

% 1hid, him. 8.

™ Irfan Fachrudin, Pengawsan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung,
Alumni 2004), him. 112.

™ Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, (Bandung, Alumm 1983), him. 13. \
\ ~\’

2 £J. Stahl dalam Padmo Wahjong Pembangunan Hukum di done5|a (Jakarta: Ind. HIl Co

1989), him 151, dan Oemar Seno Adji, Sqn}nar Ketatanegaraan Undq -Undang Dasar 1945, (JQk a:

Seruling Masa, 1966), him. 24. o
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aglanya pemisahan kekigasaan dalam negara ¢ Pemahaman tentang negara hukum

‘<“kemud|an berke[gb\éhg pada abad kggé dimana konsepsi nachwachterstaat

bergeser merllaﬁr welvarsstaat, yaltu\‘pegara menyelenggarakan kesejahteraan atau
yang dikenal juga dengan verzorglngsstaat.74 Berkenaan dengan pergeseran
konsepsi ini, P. de Haan sebagaimana dikutip oleh Irfan Fachrudin,
mengemukakan bahwa de moderne staats is niet alleen rechtstaat in de
negentiede eeuwse zin, maar ook verzorgingsstaat - of zo men — sociale
rechstaat.”
S.W. Couwenberg mengembangkan unsur-unsur dalam konsep negara
hukum, sebagai berikut:"
a. pemisahan antara negara dan masyarakat sipil, pemisahan @ntara kepentingan
umum dan kepentingan khusu\s perorangan dan penhsahan antara hukum

\..
publik dan hukum privat; <> Nw\ o
& & RS
b. pemisahan antara negara dan gereja; \\ \\
c. adanya jaminan dan hak hak kebebasan 3|R|P &.\:'?"
d. persamaan terhadép undang undang, ..:,., ,.;\ '

e. adanya kOI‘]SIItUSI tertulis sebaga}\dasar kekuasaan negara dan dasar sistem
hukum; W Ng NG

\§~. \..
f. pemlsahan kekuasaan berdasarkan trias pohﬂka dan sistem checks and

N

X4 balances R N

e X

h. ide tentang\\}parat pemermtahQQ&%Ian kekuasaan kehakiman yang tidak

memihak dan netral; W

™ Moh. Kusnardi, Bintan Saragih, dalam Victor Yaved Neno, Implikasi Pembatasan Kompetensi
Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), him. 10.

™ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya, Bina llmu, 1987),
him. 77.

™ Irfan Fachrudin, Op.Cit., him. 115. Pendapat P. de Haan tersebut diterjemahkan bahwa “negara
modern bukan saja negara hukum penjaga malam, tetapl juga negara hukum kesejahteraan atau negara hukum
sosial”. 72\ 7))
O .\\~

® S.W. Couwenberg sebagaimana kutlp “dalam R. Ibrahim, Sis Lem Pengawasan Konstitusi nal
Antara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutk alam Pembaruan Undar\%1 ndang Dasar 1945, (Baqd ng:

Universitas Padjadjaran, 2003), him. 22 Qarr‘\/lctor Yaved Nuno, Op Q;r Im. 11. Q
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|\§~pr|n3|p perlmdunga&hukum bagi rakyat te{hadap penguasa oleh peradilan yang

\<‘.
X

J-

bebas dan tldqb‘ﬁemlhak dan berbq<e?§gan dengan prinsip tersebut diletakkan

prinsip tangQUng gugat negara ses@ra yuridis;

prinsip pembaglan kekuasaan, baik yang bersifat teritorial maupun vertikal.
H.D. van Wijk sebagaimana disadur oleh Irfan Fachrudin,

mengemukakan ciri-ciri negara hukum sebagai berikut:’’

a.

pemerintahan menurut undang-undang: kekuasaan pemerintah mendapatkan
kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau undang-undang
dasar;

hukum dasar: menjamin hak-hak dasar manusia dan dihormati oleh penguasa;

pembagian kekuasaan-kekuasaan pemerintah tidak boleh<dipusatkan dalam
satu tangan, tetapi harus dibE{gi\"Q‘epada Iembaga—lem‘b\a%ga lain, yang s,\c';tul‘\t

melakukan pengawasan dan menglmbangl terhadap yang lain; O

&

. pengawasan hukum: tmdakan pemerintah oieh aparatur kekuasaan dapat

diajukan kepada halgm yang tidak memlh\aR yang berwenang qﬁemlal apakah

sesuai dengan huk\Jm atau tidak. \ $

Berdekatan dengan berkembangnya konsep negara hukum yang dikenal

dengan istitah rechtstaat di Eroba Kontinental, seorahg pemikir berkebangsaan

Albert ~Venn Dicey dalam ~karyanya Introductlon to Study of Law of The

@nstltutlon yang dlte@ltkan pada tahun 1885 mengemukakan unsur-unsur rule

of law sebagai berll«lt \<~,

a.
b.

the absolut%ﬁpremacy or predorQLn\ance of regular law;

equality befor the law, or equal subjectlon of all classes to the ordinary law of
the land administred by ordinary law courts;

a formula expressing the fact that with use the law of constitution, the rules
which in foreign countries naturally form a part of a constitutional code, are
not the source but the consequence of the rights of individuals as defined and

enforced by the courts.

" H.D. van Wijk, sebagaimana dikutip dalam Irfan Fachrudin, Op.Cit., him. 117.

® AV. Dicey sebagaimana dikutip dalam Si: Marbun, Ibid. him.10. Térjemahan dalam kutipan

tersebut menyebutkan unsur-unsur rule of law ada{a'h, supremasi aturan- aturan Kum, kedudukan yang samg\
dihadapan hukum, dan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Unt k Ieblh jelas dapat dilihat datam
A.V. Dicey, An Introduction to the Study o{ e Law of the Constltutlon,\ ondon: English Language\ ok
Society and Mac Hillan, 1971), him. 202 203
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\g Menurut Phlllﬁus M Hadjon™, A. V. ichey mengetengahkan tiga arti dari

‘< the rule of law: pe\(tama supremasi a{s?ﬂut atau predominasi dari reguler law

X
untuk mener@qg pengaruh dari arb}trary power, dan meniadakan kesewenang-

wenangan, prerogatlf atau dlscretlonary authority yang luas dari pemerintah;
kedua, persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua
golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court;
ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun
warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama; tidak ada
peradilan administrasi negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari the ordinary law
of the land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan
konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh
peradilan; singkatnya, prinsip-priQs'iri:Fukum privat msl'aft‘]i: tindakan peradﬂqr’f‘\t
dan Parlemen sedemikian dip@rluas sehingga me[.yibatasi posisi Crowmdan
pejabat-pejabatnya. ,&3’\ .&7‘\ \7’\
Terhadap konQép rule of law yang\d’kemukakan oleh A\V Dicey ini,
Wade & Philips sebégalmana dikutip oleh‘irfan Fachrudin, mengemukakan kritik
melalui karyanya Constitutional Laiv. yang terbit pertama\kall tahun 1958 yang
mempertanyakan relevansi konsep Dicey dengan keadaan yang sesungguhnya.
Selgin itu ’Happle juga mgnge’rﬁdkakan kritik yang. pada dasarnya mengungkapkan

‘I;@,h’v'v'a perkembangan@m’e{n menyebabkan !g\gns'e'p Dicey tidak lagi relevan. ®

H.W.R. Wéﬂe mengembangkariikonsep rule of law melalui analisis
mendalam yargﬁenghasnkan lima Qsp%i konsep rule of law sebagai berikut:®
a. semua tmdakan pemerintah harus menurut hukum;
b. pemerintah harus berperilaku di dalam suatu kerangka yang diakui peraturan
perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi;
c. bahwa sengketa mengenai keabsahan tindakan pemerintah akan diputuskan

oleh pengadilan yang murni indpenden dan eksekutif;

™ philipus M. Hadjon, Op. Cit., him. 80-81.

% Irfan Fachrudin, Op. Cit., him. 121-123. 0 ' O ’ O '
8 \Wade H.W.R., Adminitrative Lawv (Oxford Clarendon Pres§\1984) him. 22-24, sebagikrana
dikutip dalam Irfan Fachrudin, Op. Cit., hlm 123. Qs \
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~.§l§~‘t.idak seorangpun c{apat dihukum kec'ugt\u’atas kejahatan yang ditegaskan

menurut undargg‘ﬁndang \<‘<‘

Perbedaan pokok antara ramusan rechtstaat dan rumusan rule of law
adalah dalam hal adanya peradllan administrasi. Philipus M. Hadjon mengakui
adanya perbedaan antara konsep rechtstaat dan konsep rule of law dikarenakan
kedua konsep itu ditopang oleh sistem hukum yang berbeda.?* Perbedaan tersebut
tidak menjadi suatu permasalahan, karena keduanya memiliki tujuan yang sama
yaitu untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Unsur
peradilan administrasi dalam konsep rechtstaat, terwakili melalui prinsip equality
before the law dalam konsep rule of law, karena ordinary court dalam konsep rule
of law juga melaksanakan peradilan admmlstra5|

Lebih lanjut dapat dilihat pendapat Mahfud M. D bahwa untuk menjamm
kekuasaan yang dimiliki oleh getlap penyelenggaramegara akan dllaksanakan
sesuai dengan alasan pemberlan kekuasaan |tU\send|r| serta mencegah tidak
terjadinya penyalahguq“aan kekuasaan, maKa~ pemberian dan pe\ﬁyelenggaraan
kekuasaan itu harus berdasarkan hukum Ihllah makna pr|n5|p négara hukum baik
dalam konteksvechtsstaats maupun\rule of law. Hukum\menjadl piranti lunak
(soft ware) ‘yang mengarahkan membatasi, serta mengontrol penyelenggaraan
negara:® & ' '

Negara hukurQberdasarkan atas hu@m dalam arti hukum yang baik dan

baik dan tldak\\%&\ﬁ kedaulatan hukL@§an kedaulatan rakyat harus didorong agar
berjalan seiring. Negara hukum menghendakl agar setiap tindakan penguasa
haruslah berdasarkan ketentuan yang berlaku®®, maka upaya menciptakan hukum
yang baik dan adil diwujudkan dengan pengawasan terhadap penggunaan
kekuasaan dan pembuatan hukum melalui kekuasaan legislatif, dan pengawasan

terhadap penggunaan kekuasaan sesuai dengan hukum melalui kekuasaan

8 philipus M. Hadjon dalam Irfan Fachrudin, Op. Cit., him. 124.

8 Mahfud M.D., Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang, Baik, disampaikan pada
Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang dlselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Jakarta, 8
Januari 2009. Diunduh dari mahfudmd.com pada 28 Desember 2013, O O

8 Rozali Abdullah, Hukum Acara E\radllan Tata Usaha Nega(a\(Jakarta RajaGrafindo Pq\ada
2005), him. 11.
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ygdlkatlf melalui bad%n badan peradilan, Qengawasan tersebut timbul karena

\<‘< tujuan dari konsep ﬁégara hukum adalg?‘ﬁ‘[emberlkan perlindungan terhadap hak

N
asasi manuqu\afl tindakan sewenangcwenang pemegang kekuasaan.

Berdasarkan uraian dapat d|5|mpulkan bahwa keberadaan suatu peradilan
administrasi dalam konsep negara hukum adalah sebagai perlindungan terhadap
hak asasi manusia dalam bentuk pengawasan terhadap tindakan
pemerintah/pemegang kekuasaan melalui suatu lembaga peradilan yang tidak
memihak dan memiliki kewenangan untuk menilai apakah tindakan
pemerintah/pemegang kekuasaan tersebut sesuai dengan hukum atau tidak.

2.1.2. Pengertian Peradilan Administrasi

Salah satu unsur formal negara hukum yang dikemukakan oleh F.J. Stahl ¢
menyebutkan adanya suatu perac&lan admlnlstra5| pe{adﬂan administrasi atal} >
administrative rechtspraak sesmmgguhnya merupakan bagian dari peradnkan
Oleh karena itu, tlnjauan\mengenal peradllan\admlnlstra5| dlmula\\ dengan
pengertian peradilan ;(ang dikemukakan o\l“eﬁ beberapa sarjanak “dalam karya
tulisnya. Sudlkno M‘ertokusumo membequan arti kepada kata beradllan sebagai
berikut: .‘\“" ‘,\\ ..\“’

“Kata peradilan yang.terdiri dari kata dasar;adil dan mendapat awalan
fper’ serta akhiran ‘an’ berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan
pengadllan Pengadilan disini bukanlah/diartikan semata-mata sebagai
badan yang mengadili, mg!?égkan sgbagal pengertian yang abstrak, yaitu
‘hal memb\{ n keadilan

Kuncq(o Purbopranoto @ngemukakan bahwa peradilan atau
rechtspraak (Belanda) atau Judlt:lary (Inggris) adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan tugas negara dalam penegakan hukum dan keadilan.®” Pada
prinsipnya pandangan ini menekankan bahwa peradilan adalah tugas negara yang

berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan.®®

8 |rfan Fachrudin, Op.Cit., him. 209.
8 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit.

8 Kuncoro Purbopranoto, Beberapa Cathén Tentang Hukum PeradlL“n Administrasi Negara daq\ '
Hukum Pemerintahan, (Bandung, Alumni, 19{7) him. 85. (& (&

% Victor Yaved Neno, Op. Cit,, h\mr\zs & 2 o >
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) Subekti g<aP$TJ|trosed|b|o mengg?ﬁukakan bahwa:

“Pengadllan (rechtbank ataq\court) adalah badan yang akan melakukan
peraallan yaitu memeriksa dan memutus sengketa-sengketa hukum dan
pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. Peradilan (rechtspraak
atau judiciary) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas
negara menegakkan hukum dan keadilan”.®

Rocmat Semitro mengemukakan bahwa:

“peradilan (rechtspraak) ialah proses penyelesaian sengketa hukum di
hadapan badan pengadilan menurut hukum...pengadilan ialah cara
mengadili atau usaha memberikan penyelesaian hukum dan dilakukan
oleh badan pengadilan,...badan pengadilan ialah suatu badan, dewan,
hakim atau intstansi pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan diberikan wewenanq untuk mengadili senqketa hukum.%

O

Sementara Sjachran BasqFr mengemukakan bah\\ha \\’

’”

..penggunaan |st|lah pengadilan dltUJukah kepada badan atau ‘kepada
wadah yang memberikan peradilan, sedang peradilan menunju}< kepada
proses untuk memberlkan keadllan\délam rangka menegakkan hukum
atau ‘het reqhtspreken”’ & &

Proses\sebagalmana dlkemuﬁékan tersebut di at,as“”kemudian dijelaskan

lebih Ianjut\oleh Sjachran Basah §sbaga| berikut: ;,\‘

¥ _segala sesuatu yang bertallan dengan Iugas memutus perkara dengan
< menerapkan hakum, menemukan ¢htkum  “in - concreto’  dalam
oX~ mempertahankan dan menjamin, riitaatlnya hukum materiil, dengan
') menggunakem cara prosedural yafig ditetapkan oleh hukum formal”.

N
BerKéﬁaan dengan pengthan istilah administrasi, menurut Prajudi

Atmosudlrjo, administrasi merupakan suatu fungsi yang tertentu untuk
mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu
‘organisasi’ yang dijalankan oleh administrator, dibantu oleh tim bawahannya
terutama oleh para manajer dan staffer.”” Sementara yang akan dibahas lebih

¥ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Op. Cit., him. 82-83.

% Rochmat Soemitro, Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi, (Jakarta: laporan proyek
survey, BPHN, 1997), him. 10-11, sebagaimana dlkutlp dalam Sjachran Basah (a); Qp Cit., him. 23. \
O O

~\\ 4 s\\ 4
\. \.
PN

¥ .\"

% Sjachran Basah (a), Op. Cit., him. &24

%2 Prajudi sebagaimana dikutip dalam Victor Yaved Neno, Op. Clt him. 17.

o \~
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lQnJut dalam penullsamnl adalah berkaltan\glengan administrasi negara Prajudi

\<‘< Atmosudlrjo menyl‘akan ada tiga arti da \J“admlnlstraﬂ negara, yaitu:*

a. Sebagai aparatur negara, aparatw pemerintah, atau sebagai institusi politik
(kenegaraan) .

b. Administrasi negara sebagai ‘fungsi’ atau sebagai aktivitas melayani
Pemerintah yakni sebagai kegiatan ‘pemerintah operasional’; dan

c. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.

Lebih lanjut Prajudi mengemukakan bahwa ‘pemerintah’ dijalankan oleh
penguasa eksekutif (yaitu pemerintah) beserta aparaturnya, sedangkan
‘administrasi’ dijalankan oleh penguasa administratif beserta aparaturnya.®*

Menurut E. Utrecht, administrasi negara adalah complexs ambten atau
apparaat atau gabungan jabatan \Jabatan administrasi yaﬂg berada di bawaﬂ’rt
pimpinan pemerintah, melaksanakan tugas yang tldak\dltugaskan kepada badan-
badan pengadilan dan Ieglslatlf % Lebih lanjut; smenurut Victor Yaved Neno,
pandangan Utrecht teJ‘sebut menekankan \péda pelaksanaan t\ugas lembaga
eksekutif dalam mehjalankan roda pemehntahan yang dapat dlpahaml sebagai
perbuatan pemermtah di luar bldangyudlkatlf % .\“’

Victor Situmorang men?atakan bahwa admlnTstraS| negara memandang
undang-undang sebagai “rumUSan” dari kehendak negara yang wajib dipenuhi

it«au direalisasi oleh agmmlstram negara Leblh lanjut menurut Victor Yaved

<Neno: ) \(’,

“(Vi "§<Situmorang) men'{(éu« bahwa pelaksanaan administrasi negara
perlty“dikendalikan oleh.seébuah undang-undang atau hukum karena
hukum merupakan tolok ukur bagi perbuatan setiap orang termasuk
perbuatan pemerintah.

Bertolak dari pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa adminstrasi
negara merupakan perbuatan pemerintah dalam melaksanakan public
service dan kebijakan negara, dengan berpedoman pada hukum yang

% Prajudi Atmosudirjo (a), Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan ke-10,
1994., him. 43.

% bid.
% Utrecht sebagaimana dikutip dalam S.F. Marbun, Op. Cit., him. 43,

*® Victor Yaved Neno, Op. Cit., him. 17. . & Ke d ko
% Victor Situmorang, Pokok- pokok\\radllan Tata Usaha Negq} (Jakarta: Rineka Clpta 1\92)

him. 17. ) 7 & ) \.,
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administrasi-negara digerakkan oleh pemerintah selaku subjek hukum®. %8

X X
Berd\ag«a‘rkan uraian pendggat ahli hukum dapat disimpulkan bahwa

peradilan administrasi adalah proséé untuk menegakkan hukum dan memberikan
keadilan melalui suatu badan atau wadah yang memutus perkara dengan
menerapkan hukum, menemukan hukum ‘in concreto’ dalam mempertahankan
dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural
yang ditetapkan oleh hukum formal dalam lingkup administrasi (negara).

Istilah  peradilan administrasi hampir selalu dikaitkan dengan
administrative rechtspraak. Kepustakaan, rancangan undang-undang dan

perundang-undangan, mempergunakan;cberbagai istilah untuk pengertian ini,

o O ~\t'

diantaranya:® Q= Qv+ Qe
o . \ ¢ \. \.
a. peradilan administrasi; o o o
& R\ 4/ R\ 4]

peradilan administratif; . 25" > &

=]

peradilan admmlstra§| negara; AN N

o o

peradilan tata usaha A

peradilan tata usaha negara; R <

~h @

peradllamata usaha pemermtahan .\: '
~"Utrecht menggunakan istilah peradllan. admlnlstra5| negara untuk

mengartlkan istilah ad@_jmstratleve rechtsprQak 100 Sementara Rochmat Soemitro

, 5mem|I|h untuk menggunakan istilah peradilan administrasi dengan alasan:°

d. kata adml%st\raﬂ sudah dlterquq \ﬁmum dan pula telah digunakan oleh
pemermtah

e. kata ‘administratie’ yang berasal dari kata lain ‘administrare’dalam artinya
sudah pula tersimpul kata tata usaha;

f. kata administrasi memudahkan dalam mempelajari buku asing karena mirip

dengan kata asing ‘administration” dan administratie’.

% Victor Yaved Neno, Op. Cit., him. 18.

% Sjachran Basah (b), Op. Cit., 1992, him. 1.5 \ \
P O O
S \ '. \ \ “ S \ "
\' AN AN

191 Rocmat Soemitro sebagalmanédikutlp dalam Sjachran Bath“(S) Op. Cit., hIm. 33-35. (.’;"\

1% Ytrecht, Op. Cit., him.177.

N N
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\g Seiring denga& p|||han Rochmat Sgemltro untuk menggunakan istilah

.102

c. apabila |str13h ‘peradilan admmbtfaﬂ negara’ dipergunakan maka predikat
‘negara’ menjadl berlebihan dan tidak perlu, karena hanya negara yang berhak
membentuk peradilan;

d. seiring dengan alasan di atas, terhadap istilah peradilan administrasi negara
tidak ada lawan katanya.

Lebih lanjut Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa dengan sengaja
kami mempergunakan istilah ‘peradilan administrasi’. Sering pula dalam tulisan-
tulisan bahkan dalam undang-undang atau penjelasannya dijumpai kata ‘peradilan
administratif’. Kata administratif merupakan suatu perusakan bahasa, karena
dalam bahasa Indonesia suatu kate{ yaﬂg merupakan adject\/e dari suatu kata I\am >
tidak mengalami perubahan, sepertl kursi kayu, méja besi, rumah batu dan
sebagainya. Oleh karena kata S|fat administrasi tldak dlubah \

Pemerintah atqu bestuur sama arthyé dengan admlnlstraSI sementara
kata ‘tata usaha’ d@unakan oleh Undang\Undang Nomor 5 Téhun 1986 dalam
pengertian yang sama dengan admlmstra5| Oleh karena 1tu penggunaan istilah
peradllan téta usaha negara ataubUn peradilan administrasi negara dimaksudkan
untuk p‘engertlan yang sama dan pemakalannya' dlbakukan dalam undang-

_:@dang a ra

Peradllan a(tmmlstram adalah suatu peradilan, menurut Sjachran Basah
peradilan harui\rﬁemenuhl unsur sebggél berikut:
a. adanya aturan hukum yang dapat dlterapkan pada suatu persoalan;
b. adanya suatu sengketa hukum yang konkret;
c. adanya sekurang-kurangnya dua pihak;
d. adanya badan peradilan yang berwenang yang memutus sengketa.
e. adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum dan menemukan

hukum “in concreto” untuk menjamin ditaatinya hukum materiil.

O O
\. \.
PN CN
& R,

O
192 Sjachran Basah (b), Op. Cit., him. {533

1% Irfan Fachrudin, Op. Cit., hIm@l%.
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\g Sementara untgk dapat dikatakan ba{twa suatu peradilan adalah peradilan

’administrasi, Roch?ﬁat Soemitro menam‘ﬁahkan dua unsur khusus yang harus

N
dipenuhi yaltug@‘ 3

a. adanya aturan hukum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;

b. adanya suatu sengketa hukum yang konkret;

c. adanya sekurang-kurangnya dua pihak;

d. adanya badan peradilan yang berwenang yang memutus sengketa.

e. peraturan-peraturan yang harus diterapkan terletak dalam lapangan hukum tata
negara dan hukum administrasi negara;

f. salah satu pihak harus administrasi yang menjadi terikat, karena perbuatan
salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya ’

2.1.3. Peradilan Administrasi Muml dan Peradilan Admmlstra3| Semu ®

Prayudi Atmosudirjo metngemukakan adanyas 105" .”..”\\’

a. peradilan administrasi negara dalam arti luas; - \ \\

b. peradilan admmlstragr negara dalam art| se}nplt yang terbagl @Tas peradilan
administrasi dan: peradilan admlnlstratlf\ \

Rochmat Soemltro menyatakan bahwa peradilan admlnlstra3| dalam arti

luas mencakup N NG

r~ S
s

a. peradllan administrasi dalam arti sempit; %
t< peradllan admmls@m tak murni (yang dalam bidang pajak-pajak dibedakan
lagi antara: kefétapan administrasi murnl quasi peradilan (peradilan semu),
ketetapangg%l administrasi, dar@e\m peradilan.
Sjachran Basah mengemukakan bahwa peradllan administrasi dalam arti
luas pada dasarnya mencakup dua golongan, yaitu:*’
c. peradilan administrasi murni yang sesungguhnya, atau peradilan administrasi

dalam arti sempit;

104 Rocmat Soemitro, Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak, (Bandung, Eresco, 1993), him. 15.

1% prajudi Atmosudirjo (b), Masalah Organisasi Peradilan Administrasi Negara dalam Simposium
Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: BPHN, 1977) him. 67-68. Sebagalmana dikutip dalam Sjachran

Basah (a), Op. Cit., him. 36. \ \
O O

. . CNT N2 D
1% Rocmat Soemitro sebagaimana dll%tl‘p aalam Sjachran Basah (a),\Qp. Cit., him. 37. X
197 Sjachran Basah (a), Op. Cit., h\l[rf.’\37. <.f"\ .\.::"\
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el§~ peradilan adminis};'saéi yang tidak sesqnggUhnya, atau peradilan administrasi

semu. N \<‘<‘

Pera\d{j"é} administrasi mu\rgi’\menurut Sjachran Basah merujuk kepada
istilah yang dikemukakan oleh A.M. Donner dan W.F. Prins sebagai administrtive
rechtspraak. Istilah peradilan administrasi murni menurut Sjachran Basah,
dipergunakan dengan alasan sebagai berikut:'%

a. untuk dapat dibedakan dari peradilan administrasi semu, yang seolah-olah
menyerupai peradilan;

b. supaya jelas dibedakan, bahwa proses peradilan administrasi Yyang
sesungguhnya hanya dapat dilakukan dihadapan Pengadilan Administrasi;

c. karena peradilan administrasi murni; dapat memberikan<penentuan hukum
& R

AY

(rechtsvaststelling); Q= Q= D

AN AN
d. lagi pula karena peradllan a‘dmlnlstram murni dﬂakukan oleh badan yang

berdiri sendiri, sesuai dengan pendapat A.M. Donner yang menyataloan buiten

de administratieve s(éande onafhankeli Jke\mstantles ~.\M“\
e. karena hakim adﬁunlstra5| pun sebagal hakim wajib menggz?il mengikuti dan
memahami mlal nilai hukum, yang\hldup dalam masyarakat
Le‘mh lanjut menurut\ Sjachran Basah, hhllhat dari sudut cara

penyelenggaraan peradllan ad‘mlnlstra5| murni dapat dllakukan oleh hakim biasa

(@n badan atau majel.l'%.dengan Syarat bah\(y@,‘pelaksanaannya harus berdasarkan

109 \Eerkenaan dengan @insur-unsur, menurut Sjachran Basah

peradilan aquuj%tram murni memllllgﬁnsur unsur:*

a. adanya hukum terutama di Ilngkungan hukum administrasi negara yang dapat
diterapkan pada suatu persoalan;

b. adanya sengketa hukum yang konkrit, yang pada dasarnya disebabkan oleh
ketetapan tertulis administrasi negara;

c. minimal dua pihak, dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus

administrasi negara;

1% |pid., him. 47. 3
109 [hi \ “ < “ £ o
Ibid., him. 50.
AN AN AN
110 1 TN K2\ PN
Ibid., hlm. 55 & & &
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el§~adanya badan peraQ&lan yang berdiri selerl dan terpisah, yang berwenang

% memutuskan sepgketa secara netral at ﬁtldak memihak;
Q sendk kS

e. adanya thkqm formal dalam rangka menerapkan hukum, menemukan hukum
“in concreto’untuk mepertahankan ditaatinya hukum materiil.
Menurut Rochmat Soemitro, ciri-ciri administratieve rechtspraak,
adalah:™*

a. yang memutuskan adalah hakim;

b. penelitian terbatas pada rechtsmatigheid keputusan administrasi;

c. hanya dapat meniadakan keputusan administrasi, atau bila perlu memberikan
hukuman berupa uang (denda administratif), tetapi tidak membuat putusan lain
yang menggantikan keputusan administrasi yang pertama; :

d. terikat pada mempertimbangkan fa&?a—fakta dan keadaan?\ptada saat diambilnyatl‘\t
keputusan administrasi dan atas itu d|pert|mbangkan\r\echtsmatlghe|d nya \

Terdapat beberapaxlstllah yang dlgunakm oleh sarjana-sarjana untuk

menyebut istilah peradklén ‘administrasi dalamai‘tl sempit, yaitu: z\“'f"

e. administratieve beYoep, \ \

f. onelgenluke\admmlstratleve rechtspraak ..\“"

g. geschllléq beslechting; N3 N

h. quaSI rechtspraak 5 7

\i\“ Menurut AI\@ Donner sebagam\na dlkutlp oleh Sjachran Basah,

Sterdapat admmlstra(peve beroep apab|Ia~<verjad| permintaan banding mengenai

tindakan- tmda@ﬁ pemerintah, kepac@ﬁ.latu instansi pemerintah yang lebih tinggi.
Lebih lanjut* menurut Sjachran Basah yang penting ialah bahwa banding itu
haruslah ditujukan kepada instansi yang lebih tinggi akan tetapi masih dalam satu
jenjang secara vertikal dengan tidak memisahkan persoalan kebijaksanaan dan
persoalan hukum.**?

Rochmat Soemitro tidak setuju terhadap penggunaan kata banding untuk
mengartikan kata beroep dalam istilah administratieve beroep, sehingga
mengusulkan kata keberatan sebagai terjemahan administratieve beroep sebab
menurut Soemitro, beroep adalah permghonan yang ditujukan kepada penguasa

O )

Ve
Y,
Y,

111 y i <
Ibid., him. 58.
AN AN a\{
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12 |bid., him. 60. 22 K2 o)
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y@ng mengeluarkan keputusan untuk mengubah atau meniadakan keputusan.

\<‘< Lebih lanjut menEﬁ“Ut Rochmat So\gﬁﬁm, keberatan memiliki ciri sebagai

O
W

fo
ON

N
113 3 ’
berikut: \\\ \\\

a. yang memutuskan perkara dalam beroep adalah instansi, biasanya yang
hierarkis lebih tinggi atau lain-lain dari pada yang memberikan putusan
pertama;

b. tidak saja meneliti doelmatigheid, tetapi berwenang juga meneliti
rechtmatigheid-nya;

c. dapat mengganti, merubah, atau meniadakan keputusan administrasi yang
pertama;

d. juga dapat memperhatikan perubahan-perubahan kegdaan sejak saat
diambilnya keputusan, bahkan\ ;mﬁl dapat mempe@gﬁ?an perubahan y&r)gl‘\t
terjadi selama prosedur berJalan & » & N

Lebih lanjut, Sjachran Basah menambahkan satu ciri kepada cm tersebut

di atas yaitu bahwa quan yang memutus qdé di bawah pengarq“n badan lain,

walaupun merupakah badan di luar hlerérkl Hal tersebut unfuk membedakan

dengan ciri p&ngadllan admlnlstray bahwa badan yang memutus itu tidak
tergantung “atau bebas dari penga?‘uh badan-badan Ialn -apapun juga.'!
"Sementara Indroharto mengemukakan bahwa

“Upaya adml@stra& merupakan prqsedur yang ditentukan dalam suatu
peraturan perundang-undangan u t menyelesaikan sengketa tata usaha
negara g dilaksanakan d| ngkungan pemerintahan sendiri (bukan
oleh g@r dilan yang bebas% yang terdiri dari prosedur keberatan dan
prosedur banding administratif”.*°

Lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa di lingkungan
pemerintahan sendiri, Sri Soemantri mengemukakan bahwa salah satu unsur
Negara Hukum Indonesia, yakni dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun

hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian, meskipun badan yang memutus itu

113 | hid., him 61-62.

114 y1.- ALY AY AL

Ibid., him. 64. O O O

5 Indroharto (b), Usaha Memahankbndang Undang tentang Pgé’dllan Tata Usaha Negara\éuku

Il Beracara di, (Jakarta: Pustaka Sinar nga’pan 2003), him. 51. Qs \
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_brada di lingkunganPemerintahan sendiri@leiﬁ berada di bawah pengaruhnya,
“ \<‘<{badan tersebutﬁ g‘a}’am melaksanakein \<ﬂ§§as dan kewajibannya harus selalu
\\\* berdasarkan th§ hukum dan meer;rJ\a(ukan setiap warga negara sesuai dengan
harkat dan martabatnya sebagai manusia, tanpa membeda-bedakannya.**°
2.1.4. Tujuan Peradilan Administrasi

Sjachran Basah mengemukakan tujuan peradilan administrasi adalah

untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, tidak hanya untuk
rakyat semata-mata, melainkan juga bagi administrasi negara dalam arti hal
adanya keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu.
Untuk administrasi negara akan terjaga kektertiban, ketentraman, dan keamanan
dalam pelaksanaan tugas-tugasnya demi:terwujudnya pemerintahan yang kuat,
bersih, dan berwibawa dalam kaita\n'hé\g‘}ara hukum berdggaﬂ?én Pancasila. Hal\iml‘\t
berarti bahwa tujuan peradilagomdministrasi secara,,..preventif untuk mencega
tindakan-tindakan administtﬁeis}i' negara yang me}é\}:}an hukum dan m’érﬁgikan,

sedangkan secara reprgﬁf"étas tindakan-tindgkéiﬁ tersebut perlu da@"ﬁrus dijatuhi

sanksi.'!’ R\ O R\
Prajudi " Atmosudirjo meng?émukakan tujuan _péradilan administrasi
sebagai berikut: N\ N

<tujuan peradilan cadalah untuk mengémbangkan dan memelihara
J* administrasi negara yang tepat menugut’ hukum (rechmatig) atau tepat

\i“ menurut undang-undang (wetmati.g)\%\tau tepat secara fungsional (efektif)
o) atau berfunigsi secara efisien”.**8<
N Irfan “Fachrudin mengemukakan tujuan peradilan administrasi sebagai
berikut: “ "
“peradilan administrasi diadakan dalam rangka memberikan

perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian
hukum) kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan
akibat suatu keputusan tata usaha negara, melalui pemeriksaan,
pemutusan, dan penyelesaian sengketa dalam bidang tata usaha negara”.

116 Srj Soemantri, Negara Kekeluargaan Dalam Pandangan Pancasila, MéaKalah SESKOAD ABRI. A%
Sebagaimana dikutip dalam S.F. Marbun, Op. Cit.fim. 71. O O

N N
17 e . 4 o\ A
Sjachran Basah (a), Op. Cit., hlm§1\54. A A\
118 prajudi Atmosudirjo (b), Oez'éii., him. 69. &:.\" £\
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R. Soeg @fﬁo Tjakranegara g<n§emukakan tujuan peradilan adminstrasi
~N\
sebagai berlk\ut;\ N

“kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara adalah agar masyarakat dapat
melakukan pengawasan atau kontrol bahkan mengajukan gugatan dan
atau tuntutan terhadap tindakan administratif aparatur negara yang
merugikan masyarakat dengan harapan agar dapat menimbulkan dan
mengembangkan rasa tanggung jawab (accountability) aparatur negara
terhadap masyarakat demi mewujudkan pelayanan yang baik”.**

2.1.5. Peradilan Administrasi dalam Hukum Positif

Dalam konstitusi dapat ditemukan ketentuan yang mendasari adanya
suatu peradilan administrasi di Indonesia yaitu pada UUD NRI 1945 Perubahan,
Bab IX tentang Kekuasaan Kehaklman Pasal 24 yang menyatakan bahwa: ®

“(1) Kekuasaan Kehaklm\an merupakan kekuasaan yang merdeka: aﬂtuk
menyelenggarakan adilan guna meneggk‘kan hukum dan keadﬂan (2)
Kekuasaan Kehaklman dilakukan olehysebuah Mahkamah Agung dan
badan peradlla\h yang berada di bawahnya dalam Ilngkquan peradilan
umum, lingkungan peradilan .agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan' peradilan tata usaha negara dan oleh¢sebuah Mahkamah
Konstitusi; (3) Badan- badan " lain yang fungsmya berkaitan dengan
ke(uasaan kehakiman dIQ'[UI’ dalam undang- unQang” 120

"Darl ketentuan Pasa1~‘24 UUD NRI 1945 tersebut dapat diketahui empat

‘I\ggkungan peradilan %Jndonema sebagai be\mkut
>a. Lingkungan Pemdllan Umum; QO

b. ngkung@}’eradllan Agama, \\‘«
C. ngkungan Peradilan Militer; dan
d. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebelum adanya perubahan terhadap Pasal 24 UUD NRI 1945,
keberadaan empat lingkungan peradilan dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 10
ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok
Kehakiman. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa

susunan, kekuasaan serta acara dari badan peradilan di masing-masing lingkungan

19 R. Soegijatno Tjakranegara, Hukum Acara: Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2000), him. 53-54. O RS O
120 Indonesia (h), Undang- Undang.C Dasar Negara Republik IndQ¥S|a 1945, (IDI Hukum, Qﬁma

Binbangkum BPK RI, 2008), him. 22. Qs \ ‘
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a@radllan tersebut dlatugdengan undang- und@g tersendlrl Hal ini yang kemudian

\<‘< mendasari Iahlrnyg‘@ndang Undang Ng<m‘6r 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara\‘yang diundangkan palja 29 Desember 1986 dan dinyatakan mulai
diterapkan secara efektif lima tahun kemudian di seluruh wilayah Indonesia
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tertanggal 14 Januari 1991.

Saat ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah dinyatakan tidak
lagi berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1)
dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tertuang dalam Pasal 10
ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Demikian pula dengan Undang Undang Nomor 5 Jahun 1986 telah ¢
dilakukan perubahan melalui Undang Undang Nomgr \‘9 Tahun 2004 dam >
perubahan kedua melalui Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009. Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 diadakan dalam ralsgka memberikan perhndungan
kepada rakyat pencar'(?éadilan yang mezr\a“;é{é’ dirinya dirugikag“ﬁkibat suatu
Keputusan Tata Usaﬁa Negara."? S "\“ .~\“

Istllah\Tata Usaha Negara yang digunakan oleh Undang Undang Nomor
5 Tahun.1986 menurut Indroharto menimbulkan pengaturan yang sumir dalam
beberapa ’pasalnya. Leb'ih. la'r{jut dikemukakancoleh Indroharto bahwa dari
‘Izgg,t'éh'tuan Pasal 1 ag\éat ' '(1) Undang-Urlgg,nt;j "‘Nomor 5 Tahun 1986 yang

""menyatakan bahwa&“‘Tata Usaha Negaté adalah Administrasi Negara yang

melaksanakan\\tu\gm untuk meny(l\Lﬁggarakan urusan pemerintahan di pusat

maupun di daerah” dapat d|5|mpulkan bahwa:*?

a. Tata Usaha Negara adalah sama dengan Administrasi Negara. Oleh karena itu,
undang-undang ini menurut ketentuan Pasal 144 juga dapat disebut “Undang-
Undang Peradilan Administrasi Negara”;

b. Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara itu adalah suatu fungsi atau tugas
untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negara Kita;

c. Dengan demikian, hukum Tata Usaha Negara atau hukum Administrasi
(Negara) itu adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang, berkaitan dengan

A& Al 2
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121 paragraf 6, Penjelasan Umum Ur@%g Undang Nomor 5 TahuQ\986 \\’
22 Indrohato (a), Op. Cit., hIm 2.7 28. &".\’ \:f'
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L~penyelenggaraan urqsan pemermtahan (negara) atau dengan singkat dapat pula

\<‘<‘ disebut dengar\w‘éma hukum pemen@a‘ﬁan (negara);

O
\O

d. Penyelenggafaan urusan pemerﬂqfahan (negara) adalah pemerintah yang

menurut Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan oleh organ pemerintah yang secara
umum dibakukan namanya yaitu para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Berkenaan dengan administratieve beroep sebagaimana telah diuraikan

sebelumnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengaturnya dalam

ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang

(2)

oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan
secara administratif sengketa Tata Wsaha Negara tersebuttharus diselesaikan

O

melalui upaya administratif yang fersedla o "\l
AN

A \*

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memvtus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana: dlmaksud dalam ayat'\"(l) jika

seluruh upaya admhlstratlf yang bersanglgu‘tan telah dlgunakam

Undang- Undang Nomor 5 Tath 1986 menggunakén istilah upaya

administratif sebagal peradilan admhmstra5| semu. Menurtit Penjelasan Pasal 48

ayat (1) Und‘ang Undang Nomar:5°Tahun 1986, upaya administratif adalah:

~¥Guaty prosedur yang dapat ditempuh oleh® seseorang atau badan hukum

perdata yang tidak puas terhadap suatu“Keputusan Tata Usaha Negara.
Prosedur terslsbut dilakukan di lmbkungan pemerintahan sendiri dan
terdiri atas<dua bentuk. Dalam_Kal' penyelesaiannya itu harus dilakukan
oleh instansi atasan atau instasi lain dari yang mengeluarkan keputusan
yang\\\bersangkutan mal@\ prosedur tersebut dinamakan ‘banding
administratif’”.*?

Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

“Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus
dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut
disebut ‘keberatan’”.*?*

124 | bid.

12 Indonesia (i), Undang-Undang PeradlL'h Tata Usaha Negara, Un(@ng Undang Nomor 5 Tahun\ ) '
1986, Penjelasan Pasal 48 ayat (1)
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\g Berbeda deng@n prosedur di Perad{gan Tata Usaha Negara, maka pada
’prosedur banqu(atﬁmmstratlf atau prgééﬁur keberatan dilakukan penilaian yang

lengkap, ba|k~1:1ar| segi penerapan qutkum maupun dari segi kebijaksanaan oleh
instansi yang memutus. Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang
bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara
itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya
administratif.

Berkenaan dengan upaya administratif, Indroharto mengemukakan
bahwa dalam prinsipnya instansi banding administratif itu tidak membedakan
antara persoalan-persoalan hukum dengan persoalan- persoalan kebijaksanaan. la
memeriksa seperti kalau ia sendiri h&rUs mengambil kepu{usan yang dlbandlng~
itu. la duduk di tempat mstansn ‘yang mengambil keputusan Tata Usaha Negara
semula. Kalau ia sampai pada ke5|mpulan yang serupa dengan Badan atau Jabatan
Tata Usaha Negara ya\ﬁg “semula mengelua(kén keputusan Tata. Usaha Negara
yang dibanding |tu maka banding admlms‘tratlf yang dlajukan képadanya akan ia
tolak. Seballknya kalau banding tersebut ia anggap mempUNyal dasar yang maton,
maka ia dapat membatalkan untuk'seluruhnya atau untuk‘sebagian keputusan yang
dibandi’ng' itu. Dalam hal démikian maka keputu'seih yang dibanding itu harus
({;gantmya dengan kewtusan Tata Usaha Nagara yang seluruhnya atau sebagian

baru atau memerintahkannya hal itu dnakukan oleh instansi yang mengambil

keputusan Ta@\ﬁsaha Negara serwﬁ Hal yang serupa juga dilakukan pada
prosedur keberatan oleh mstanSI "yang mengeluarkan keputusan itu semula
sendiri.*?
2.1.6. Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia

Menurut S.F. Marbun, sistem adalah kombinasi atau rangkaian dari
bagian-bagian khusus, atau bagian-bagian lain atau unsur-unsur ke dalam suatu
keseluruhan yang masing —masing bekerjasama secara rasional untuk melakukan

suatu maksud. Sementara menurut Campbell sebagaimana disadur oleh S.F.
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Marbun sistem merhtpakan himpunan kagnponen atau bagian yang saling

% berkaitan yang sam%Sama berfungsi un \<uk<mencapa| sesuatu tujuan.*?
X X

\\\’ Kekustsaan badan Pengadlla‘g Tata Usaha Negara,menurut Pasal 48 ayat
i (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah sebagai berikut:

“Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ‘jika kalau seluruh

upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”

Berkenaan dengan hal tersebut Prajudi Atmosudirjo mengemukakan
bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Sistem Peradilan Administrasi Negara
yang ada harus dipergunakan terlebih dahulu sampai tidak mungkin lagi, barulah
perkaranya dapat dimajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara 127

Berkenaan dengan hal \terSebut Rochmat S\oemltro mengemukal\<ar’r >
dengan mengutip ketentuan Pasal 91 Undang- Undahg Nomor 5 tahun 2986,
bahwa: \~ S .&"

“Setiap orang QIBerl kebebasan untuk menggunakan salura\ﬁ “hukum yang
tersedia untuk mencari keadilan, dan untuk tidak’ menghambat
kemungkinan ini maka kepada para pencari keadilan; diberi kemudahan
dan biaya pengadilan yang, furah. Juga orang yang tidak pandai menulis
daqtldak berbahasa Ind@\ne5|a dimudahkan dag diberi kesempatan untuk
dapat menggunakan Peradllan Tata Usaha Negara”

b

Menurut Prajud Slstem Peradilan Admlnlstra5| di Indonesia adalah
.128 ‘{” \{\

%)
\~g< a. oleh Badan Q@ngadllan Umum (&(asa) yakni Pengadilan Negeri Bagian
O
\Y

b berikut:
%) <$ebagai beriku

Perdata, térutama mengenai gug‘atan ganti rugi eks Pasal 1365, Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, oleh warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh
suatu perbuatan pejabat atau instansi Administrasi Negara melawan hukum
(onrechmatige overheidsdad);

b. oleh suatu Badan Pengadilan Administrasi di suatu Badan Pengadilan Pejabat
(atau tim pejabat) yang mengambil keputusan berstatus sebagai hakim. Hakim
adalah pejabat negara yang memiliki wewenang sebagai berikut:

% S F. Marbun, Op. Cit., him. 82-83. O OV o d
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28 |bid., him. 131-132. i K\ N\
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J~1) menilai faktaxiakta berdasarkan \garana-sarana bukti sebagaimana

dltentukar\lé)‘feh undang-undang; ‘<

2) melakukan interpretasi yurldis,terhadap